





Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari
narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah
melakukan suatu tindak pidana10, sedangkan menurut kamus induk istilah
ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang
buian11. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana
yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses pada 22
Desember 2017.
11 Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya.
Target Press. Hlm 53.
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seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara
dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah
orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1)
Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan
bahwa orang terpenjara adalah12:
a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff)
atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada
dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
b. Orang yang ditahan buat sementara;
c. Orang di sel;
d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang
kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan tetapi dimasukkan ke penjara
dengan sah
2. Kewajiban Narapidana
Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di
Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana
mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana
ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang Pemasyarakatan yakni13:
12 Wahdanigsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan
Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa
Universitas Hasanuddin. Makasar.
13 B Mardjono Reksodiputro, 2009. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Hukum dan HAM RI. Hlm 90.
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a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan
jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.
c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam
dalam sehari.
d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam
segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus
terhadap seluruh petugas.
f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama
penghuni.
g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam
penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah
yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian,
pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara
penghuni di dalam lapas.
i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan
seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan
narapidana.
j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.
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3. Hak Narapidana
Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan,
seoorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia,
hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan,
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu14.
Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap
mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara
dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules
untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard
minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang
meliputi15:
(1) Buku register;
(2) Pemisahan kategori narapidana;
(3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
(4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
(5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
(6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
(7) Makanan yang sehat;
(8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
(9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
(10)Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela
diriapabila dianggap indisipliner;
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. https://kbbi.web.id. Diakses pada 7 Januari 2018.
15 Panjaitan dan Simorangkir, 1995.  LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana.
Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 74.
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(11)Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
(12)Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
(13)Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk
mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
(14)Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
(15)Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat
mendidik;
(16)Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
(17)Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
(18)Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.
Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaan;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya;
i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
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j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti
HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap
pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim
Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam
Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya
Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan
untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan
sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari
sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana16.
4. Larangan Bagi Narapidana
Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahahnan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang
tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau
tahanan dilarang:
16 Jurnal dari Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana.
http://erepo.unud.ac.id. Universitas Udayana. Hlm 3. Diakses pada 7 Januari 2018.
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a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain
maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas
atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan
tugas;
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang
berharga lainnya;
g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau
mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan
lain yang berbahaya;
h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau
mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi,
dan/atau alat elektronik lainnya;
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti
laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager,
dan sejenisnya;
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
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m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan
ledakan dan/atau kebakaran;
n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis,
terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau
tamu/pengunjung;
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan
Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang
sejenis;
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas
Pemasyarakatan;
r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan
keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan,
pengunjung, atau tamu;
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
v. Melakukanaktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan
dan ketertiban Lapas atau Rutan.
B. Hak Asasi Manusia
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:
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“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat
mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan
kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari
dan dalam kehidupan manusia. Hakikat dari penghormatan dan perlindungan
terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh
melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar17:
1) Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut, yakni hak moral yang
berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin
marrtabat setiap manusia.
2) Hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum
dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.
Dasar dari hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu
persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak
hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama
tersebut di atas.
17 Andi Soraya Tenrisoji, 2013. Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan
Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar.
Jurnal Respitory Unhas. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
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Konsep hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dan hak
yang dapat dikurangi (derogable rights). Dengan adanya konsep tersebut peran
negara menjadi sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan
campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara
absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa
hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas
tertentu18. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh
siapapun”.
Pengertian dari konsep ini yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau
dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain (Ifdal Kasim,
2001: xiii)19:
(1) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
(2) Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota
serikat buruh; dan
(3) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk
kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala
macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau
tulisan).
18 Jurnal dari UNS, 2016. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.
http://abstrak.ta.uns.ac.id. Universitas Negeri Surakarta. Hlm 2. Diakses pada 17 Februari 2018.
19 Ibid. Halaman 3.
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Pengurangan (pembatasan hak) tersebut hanya dapat dilakukan apabila
sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif.
Alasan-alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pembatasan diatur dalam
beberapa peraturan baik nasional maupun internasional20.
Menurut prinsip- prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di
bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (Body of Principles for the Protection
of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment) yang dikeluarkan
oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) pada tanggal 9
Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau
pelanggaran terhadap setiap hak- hak asasi manusia dari orang- orang yang
berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahan,
atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan
menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.21
1. Prinsip Hak Asasi Manusia
Menurut Rhona K. M. Smith ada 3 (tiga) prinsip dalam Hak Asasi
Manusia, yaitu22:
i. Prinsip Kesetaraan (Equality)23
Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat
fundamental, kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara dimana
pada situasi atau keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama,
dan dimana pada situasi yang berbeda dengan sedikit perdebatan
20 Ibid. Halaman 4.
21 Op.Cit. Wahdaningsi. Hlm. 17.
22 Dicha Senja. Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia. https://www.slideshare.net. Hlm. 8.
Diakses pada 20 Februari 2018.
23 Ibid. Hlm. 8.
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diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan dianggap sebagai persyaratan
mutlak dalam negara demokrasi, mulai dari kesetaraan dimata hukum,
kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan
dalam mengakses peradilan yang fair dan lainnya merupakan suatu hal
yang penting dalam hak asasi manusia.
ii. Prinsip Non-Diskriminasi (Non Discrimination)24
Pelarangan terhadap diskriminasi atau non-driskiminasi adalah
salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, jika semua orang setara dimata
hukum, setara untuk kesempatan, dan setara dalam mengakses peradilan
yang fair maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Pada
dasarnya, diskriminasi adalah kesengajaan perbedaan perlakuan dari
perlakuan yang seharusnya sama atau setara.
Prinsip ini menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia,
diskriminasi mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu:
a. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun
tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya.
b. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum
dan atau kebijakan merupakan bentuk dikriminasi walaupun hal itu
tidak di tujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, hak kehamilan
jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada laki-laki.
Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan indikator
diskriminasi berupa ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
24 Ibid. Hlm. 9.
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pendapat politik atau opini, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan
atas suatu benda, status kelahiran, terkait seksual, umur, dan cacat tubuh.
Semakin banyak yang memperluas alasan diskriminasi lainnya hingga
saat ini.
iii. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara25
Prinsip ini digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut
hukum hak asasi internasional “suatu negara tidak boleh dengan sengaja
mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara diasumsikan
memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan
memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan. Untuk kebebasan
berekspresi sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit
memberikan batasan, untuk hak hidup negara tidak boleh menerima
pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan
mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan
kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara.
C. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa
Berdasarkan isi dari Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapatkan bahan
bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan yang tercantum pada Pasal 27 ayat (1) yakni setiap LAPAS
25 Ibid. Hlm. 10.
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menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media
elektronik.
1. Bahan Bacaan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan diartikan sebagai
segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk suatu tujuan
tertentu, sedangkan arti dari bacaan sendiri adalah buku dan sebagainya26.
Bahan bacaan digunakan hanya untuk memperkaya pengetahuan
pembaca dalam menambah pengetahuan dari segi rekreasi intelektual serta
khazanah pengetahuan lainnya yang mendukung27.
Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan
Desa/Kelurahan “Mendefinisikan bahan bacaan adalah semua media cetak
yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloit,
brosur, surat kabar, lelaflet dan bahan cetakan lainnya yang bersifat
informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberi manfaat bagi
kehidupan masyarakat”.
Materi hak narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai
standar peraturan untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman
(Standard Minimum Rules for the Treatment Prisoner) 31 Juli 1957
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan dan Bacaan. https://kbbi.web.id. Diakses pada 4
Januari 2018.
27 Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Bahan Bacaan. http://lib.
psikologi.undip.ac.id. Diakses pada 4 Januari 2018.
29
menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan bahan bacaan
berupa buku- buku yang bersifat mendidik28
2. Siaran Media Massa
Media adalah sebuah sarana komunikasi tempat dimana orang
mengirimkan dan menerima informasi. Sementara itu, yang dimaksud
dengan massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi
untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Dengan
demikian, media massa merujuk pada suatu sarana alat komunikasi untuk
menerima informasi dan menyebarkan berita atau pesan untuk masyarakat
luas29. Istilah media massa seringkali merujuk pada media mainstream yang
dapat dibedakan dari berbagai media alternatif berdasarkan isi media dan
sudut pandang. Media alternatif dapat disebut sebagai media massa
manakala menggunakan teknologi yang tepat yang dapat menjangkau
khalayak secara luas walaupun tidak sebesar media mainstream. Berikut
adalah beberapa pengertian media massa menurut ahli, yaitu30:
1) Dictionary of Media and Communications (2009) – media massa
adalah media (radio, televisi, buku, majalah, surat kabar, periodik, laman
atau websites) yang menjangkau khalayak luas.
2) Roger D. Wimmer dan Joseph R. Dominick (2011) – media massa
merujuk pada berbagai bentuk komunikasi yang secara simultan
menjangkau sejumlah besar orang, termasuk namun tidak terbatas pada
28 Op.Cit. Wahdaningsi. Hlm. 19.
29 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Media Massa. https://kbbi.web.id. Diakses pada 30
Desember 2017.
30 Pakar Komunikasi. Karakteristik Media Massa dan Fungsinya. https://pakarkomunikasi.
com. Diakses pada 30 Desember 2017.
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radio, TV, surat kabar, majalah, billboards, film, rekaman, buku, dan
Internet.
3) Nickolas Luhmann (2000) – media massa adalah institusi yang
menggunakan teknologi penggandaan untuk menyebarkan komunikasi.
Luhmann menekankan pada adanya aspek-aspek dalam media massa,
yaitu aspek efisien dan aspek ekonomis. Media adalah segalanya yang
dapat menyatukan jumlah produk secara luas kepada kelompok sasaran
yang tidak ditentukan.
4) John Durham Peters (2008) – Media massa sendiri dan informasi yang
dikirimkannya, walaupun dalam bentuk multimedia, harus dapat diakses
secara luas. Menurut Peters, terdapat 3 (tiga) dimensi kunci yang
membuat sebuah media menjadi media massa, yaitu tujuan, ketersediaan,
dan akses. Lebih lanjut Peters menyatakan bahwa media massa tidak
hanya ditujukan kepada khalayak massa namun mengirimkan pesan
kepada semua khalayak.
5) Walter Benjamin (1975) – media massa merupakan manifestasi dari
keinginan massa kontemporer untuk membawa berbagai hal menjadi
lebih dekat secara ruang maupun secara humanis.
Media cetak merupakan media yang bersifat statis dan
mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas
dengan sejumlah kata, gambar, sejumlah foto dengan tata warna dan
halaman. Media cetak merupakan dokumen atas segala yang dikatakan
orang lain, rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah
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dalam bentuk kata-kata, gambar, foto dan semacamnya untuk dijadikan
sebuah berita31. Media massa cetak secara rinci meliputi32:
(a) Koran atau suratkabar (ukuran kertas broadsheet atau 1/2 plano);
(b) Tabloid (1/2 broadsheet);
(c) Majalah (1/2 tabloid atau kertas ukuran folio/kwarto);
(d) Buku (1/2 majalah);
(e) Newsletter (folio/kwarto, jumlah halaman lazimnya 4-8);
(f) Buletin (1/2 majalah, jumlah halaman lazimnya 4-8).
Isi media massa umumnya terbagi tiga bagian atau tiga jenis tulisan: berita,
opini, dan feature.
Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau
elektromekanis. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna
umum antara lain rekaman vidio, rekaman audio, presentasi multimedia, dan
konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital.
Jenis media massa elektronik ini isinya disebarluaskan melalui suara atau
gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro, seperti radio,
televisi, dan film.33
31 Kompasiana. Media Cetak vs Media Elektonik. https://www.kompasiana.com. Diakses
pada 30 Desember 2017.
32 Kompasiana. Pengertian Media Massa Menurut Nurmalina Prihantiny. https://www.




1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga
pemasyarakatan adalah sebagai berikut34:
a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu
penyelidikan atau usaha.
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang
keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum
dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan
kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang
dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut
terlibat, untuk kembali kemasyarakat.
Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah
kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Lembaga Pemasyarakatan
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.
34 Afandi Haris Raharjo, 2014. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan
Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil Penelitian  Mahasiswa Universitas Hasanuddin.
Makassar.
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Menurut Ramlf Atmasasmita, Rumah Penjara dapat diartikan sebagai
tempat pelaksanaan pidana penjara dan pada saat itu dibagi dalam beberapa
bentuk antara lain35:
1) Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya
berat
2) Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan
pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-
benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.
Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan
masyarakat pada saat itu dan dalam hal menempatkan para terpidana secara
terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di
rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal
demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi
melainkan Lembaga Pemasyarakatan36.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu
badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan
bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan
secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di
tengah-tengah masyarakat.
2. Sejarah Pemasyarakatan
Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus
1945 yang itu tentu dalam upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum baik
35 Op.Cit. Andi Soraya Tenrisoji. Hlm. 31.
36 Ibid.
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yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani
pidana, tahun-tahun penting yang menjadi tonggak sejarah dunia dalam
upaya perbaikan tersebut .
Pertama, tahun 1933 ketika The International Penal dan Penitentary
Commision (IPPC), sebuah komisi Internasional mengenai pidana dan
pelaksanaan pidana itu pada tahap merencanakan. Kedua, tahun 1934
dimana IPPC mulai mengajukan untuk disetujui oleh The Asembly of The
Leaque of Nation, yaitu rapat umum organisasi bangsa-bangsa. Ketiga,
tahun 1955 naskah IPPC yang diperbaiki oleh sekretariat PBB disetujui oleh
Kongres PBB, yang dijadikan Standart Minimum Rules (SMR) dalam
pembinaan napi. Keempat, tepatnya tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi
dan Sosial PBB (Resolusi No. 663C XXIV) menyetujui dan menganjurkan
pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan
menerapkannya37.
Upaya perbaikan di Indonesia juga tidak berhenti disitu saja, diawali
pada 5 Juli 1963 di Istana Negara RI ketika Sahardjo, SH, Menteri
Kehakiman mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa bidang hukum
dengan pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman”  dinyatakan bahwa tujuan
dari pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” dan juga mengemukakan
konsep tentang hukum nasional, yang digambarkan sebuah “Pohon
Beringin” untuk melambangkan “Tugas hukum ialah memberi pengayoman
agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. DR, Sahardjo, SH
37 Akhmad Sekhu. Sejarah dari Lapas. https://www.kompasiana.com. Diakses pada 1
Januari 2018
35
adalah seorang tokoh yang menancapkan tiang pancang perubahan dalam
bidang pemasyarakatan38.
Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pada Surat
Keputusan Menteri Kehakiman Rl No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam
Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu 39:
(1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
(2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
(3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan
kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan
HAM Rl adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang
menampung, merawat dan membina narapidana.
3. Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan
3.1 Pengertian dan Tujuan Pembinaan
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
tercantum pada Pasal 1 ayat (1), Pembinaan adalah kegiatan untuk
meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan
rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses
penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang
38 Ibid.
39 Op.Cit. Andi Soraya Tenrisoji. Hlm. 32.
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didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang
telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya. Pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha
atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan,
penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan,
penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan
berhasil guna40.
Menurut Sudarto konsep Pemasyarakatan pada prinsipnya
menyatakan, “Pemasyarakatan ialah “suatu proses pembinaan untuk
mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana”.41
Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan
menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI
2003 dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut42:
a. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaaan antara
petugas pembina dan narapidana.
b. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk
memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan
keteladanan.
c. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi
dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia
lainnya.
40 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pembinaan. https://kbbi.web.id. Diakses pada 1 Maret
2018.
41 Budiyono. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap
Narapidana. https://media.neliti.com. Diakses pada 1 Januari 2018.
42 Ibid.
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d. Pembinaan dilaksanakan berencana, terusmenerus dan sistematis.
e. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.
Tujuan pembinaan Narapidana selanjutnya dapat dikatakan untuk
memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para Narapidana
dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3.2 Prinsip Pembinaan Pemasyarakatan
Terdapat 10 (sepuluh) prinsip pembinaan terhadap narapidana di
Indonesia yakni43:
1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan
perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara;
3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
4) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari
pada sebelum dijatuhi hukuman pidana;
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan
anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan
dari masyarakat;
6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak
boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan
untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di
masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi;
43 Rutan Klas II B Sambas. Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. https://rutansambaskalbar.
wordpress.com. Diakses pada 1 Januari 2018.
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7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak
didik harus berdasarkan pancasila;
8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat
adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang
kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya;
10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung
fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem
pemasyarakatan.
4. Sistem Pemasyarakatan
4.1 Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan
mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara
terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
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Suatu Sistem Pemasyarakatan pastilah mempunyai tujuan dan
fungsi tersendiri, tujuan dari Pemasyarakatan adalah sebagai berikut44:
a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan
bertanggung jawab.
b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan
di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara
dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan
c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak
berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita
untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang
dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
Sedangkan fungsi dari Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 3
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah
untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan
44 Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang. Tujuan, Fungsi, dan Sasaran
Pemasyarakatan. https://lpkedungpane.wordpress.com. Diakses pada 1 Januari 2018.
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kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung
jawab.
4.2 Asas dalam Sistem Pemasyarakatan
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus
dilaksanakan berdasarkan asas:
(1) Pengayoman
Perlakuan terhadap warga binaan dalam rangka melindungi
masyarakat dari terulangnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh
warga binaan dengan cara memberikan pembinaan oleh pihak
Lapas.
(2) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan Seluruh Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan
Diperlakukan dan dilayani tanpa membeda-bedakan latar belakang
warga binaan atau tanpa adanya diskriminasi.
(3) Pendidikan dan Pembimbingan Pelayanan
Diberikannya pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi
warga binaan untuk  tetap megasah kemampuan ilmu
pengetahuannya meskipun kemerdekaannya di rengut sementara
waktu.
(4) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
41
Dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang
dianggap orang yang “bersalah”, tetapi tetap harus diperlakukan
sebagai layaknya manusia pada umumnya.
(5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
Yang dimaksud bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan
sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan
rehabilitasi dari negara karena perbuatan yang dilakukan.
(6) Terjaminnya hak warga binaan untuk tetap berhubungan dengan
keluarga dan orang-orang tertentu.
E. Teori Pemidanaan
Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori
gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan
(theological retributivism) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai
tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang
menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi
bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan
penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan
pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila
tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran
berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana
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tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku
tindak pidana.45
Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman
tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut
dipertahankan dalam sistem hukum pidana46. Mengenai tujuan pemidanaan
dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori tujuan, teori pembalasan
dan teori gabungan:
1. Teori Tujuan
Menurut teori ini suatu tindak kejahatan tidak harus diikuti dengan
suatu pidana, pemberian atau penjatuhan suatu pidana tidak hanya di lihat
dari masa lampau saja melainkan juga harus melihat ke masa depan. Teori
ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat
yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan, Wujud pidana ini
berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan47.
Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan
berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan: Banyak pelaku kejahatan
tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalami
sakit jiwa (feebleminded) atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat.
Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk.
Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaaannya dikala proses
45 Arifandhi Kaharuddin, 2013. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan Dalam
Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Hasil Penelitian
Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.
46 E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta. Hlm.59
47 Rahman Jambi, Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia, https://rahman
jambi43.wordpress.com, diakses tanggal 30 November 2017.
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dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa
sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang
penghukuman48.
2. Teori Pembalasan (Absolute)
Menurut teori ini suatu pidana akan dijatuhkan kepada seseorang yang
telah melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana, yang tidak lain
tujuan dari teori pembalasan (absolut) ini adalah untuk memberikan
kepuasan pihak korban dalam hal menuntut keadilan dengan cara
menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.
Imamanuel Kant memandang pidana adalah sebagai “Kategorische
Imperatif” dimana seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah
melakukan kejahatan sehingga pidana dapat menunjukan suatu tuntutan
keadilan, Tuntutan keadilan yang bersifat absolute ini dapat dilihat pada
pendapat Imamanuel Kant dalam bukunya “Philosophy of Law”:
“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana
untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi
sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua
hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah
melakukan sesuatu kejahatan49”.
3. Teori Gabungan
Teori ini merupakan gabungan antara prinsip-prinsip dari teori tujuan
(relatif) dengan teori pembalasan (absolute). Tujuan pidana adalah selalu
membalas kesalahan yang telah dilakukan penjahat yang juga dimaksudkan
untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban umum, tetapi
48 Ibid.
49 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
Bandung.
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dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan
yang adil50.
Teori gabungan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van
List dengan pandangan sebagai berikut51:
1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu
gejala masyarakat.
2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya
sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan
tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.
50 Samosir dan Djisman, 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di
Indonesia. Bina Cipta. Bandung.
51 Djoko Prakoso. Surat Dakwaan. Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam
Proses Pidana. Liberty. Yogyakarta. Hlm 47.
